PUTUSAN

Nomor 1482{Pdt.G/2045/PA.Bm

("?)l _)3‘1/‘_/1'--_--—;:‘3:9
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Fengadifan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara terientu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
cerai talak antara .
Surajiman bin Yusuf, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di RT.012 RW. 004 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba
Kota Bima. sebagai Pemohon;
Berdasarkan surat kuasa khusus no. 135/2015/FA Bm tanggal 18 Nopember
2015, memberikan kuasa kepada Jahruding SH dan Atis Ernawati, SH, Advokat
pada Lembaga Bantuan Hukum { LBH) Bima. yang beralamat di J!. Belimbing
No.27 A Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba., Kota Bima.
selanjutnya disebut Kuasa Pemohon;
melawan
Rahmandia binti A. Majid Muhsinin, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan
IRT. tempat tinggal di Jin. Lintas Lakey - Dusun Teka - Teka
Karohe Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, sebagai
Termohon;
Pangadilan Agama tersabut
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar Keterangan Permahon, Termohon serta para saksi di muka

sdang;
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Nopember 2015 telah

mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bima dengan Nomor 1492/Pdt G/2015/PA Bm tanggal 18 Nopember

2015 dengan dalil-dalif sebagai berikut :

Bahwa, Femohon dengan Temrmohon merupakan suami isteri yang menikah pada
tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Kulipan Akts Nikah Nomor - 99 71 /v
2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Hu'u Kabupaten Dompu;

Bahwa,. seletah pemikahan tersebut Femohon dengan Termohon memilih lempat
kediaman bersama di rumah Pemchon yang teretak di Jin. Pembangunan Rt.012
Rw 004 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu

rekun sebagaimana layaknya suami isteri namun betum dikaruniai seorang anak;

4 Bahwa. sejak bulan Aprl 2015 sarmpai dengan bulan Nopember 2015 antara

Femchon dengan Termohon  sering  lefjadi  percekcokan/perselisthan  yang
disehabkan oleh:

g. Termohan suka cembury buta |

b Termohon sening benaku kasar terhadap Pemohon

¢. Termohon tidak menghonmatt ¢an menghargsi Pemohon sebagai suami ;

d Termohon suka keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohen |

Bahwa, dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah
pernahisering diupaya damaikan batk oleh Ketua RT, tokoh masyarakat dan
keluarga dari pihak Pemohon maupun Termohon, namun Temmohon  tetap
melakukan perhuatannya tanpa sedikitpun merasa bersalah, sehingga sejak bulan

Agustus sampai dengan sekarang, Termohon telah pergi meninggatkan tempal
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kediaman hersamz atas keinginan sendiri dari Termohon dan memilih tinggal di

rurnah grang tua dari Termohon sampai dengan sekarang;

6. Bahwa. dari perselisihan tersebut di atas. maka antara Pemohon dengan Termohen
sudah tidak dapal untuk hidup rukun layaknya suami istri dan sudsh tidak dapat
untuk dipersatukan lagi dalam sebuah ikatan pernikahan;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, dan oleh karena
jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Pemohan mengajukan permohonan
cerai ini kepada yang lerhormat Kelua Pengadilan Agama Bima Cq.Ketua dan Anggota
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatubkan
putusan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan permohanan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Surgiman bin Yusuf) untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Rahmandia binti A, Maijid
Muhsinin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat
dar adanya perkara ini;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan yang adil menurut hokum dan kebenaran;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah

mendamaikan Pemohon dan Termahon akan tetapi tidak berhasil:
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Bahwa, Permchon dan Termohon telah menempuh proses meadiasi

dengan mediator Drs.M Agus Syofwan hadi { Hakim Pengadilan Agama Bima),

akar tetapi tidak berhasil;
Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Fernohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termnohon memberkan
jawaban secara tertulis sebagai berikut :
t Dalam pokok perkara
- Bahwa pada prinsipnya dalil-dall Pemohon vyang termuat  dalam
permohonannya  tidaklah semuanya benar, khusus alas an teradinya
perselisihan dan periengkaran, tidak benar karena justru Pemohon yang
‘ mengusir Temmohon, akan tetapi keinginan Pemohon  untuk menceraikan
Termohan, Termohon tidak membantah bahkan menyetujui
Dalam rekonvensi
Bahwa. Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa. Termmohon mengajukan rekonvensi/gugatan balik berupa:

a. Mahar Termohon yang belum terbayarkan sejak akad nikah berlangsung,
sgjumlah Rp. 112.000.000,- { seratus dua belas juta rupiah ), sesuai
yang tertera dibuku nikah, { fotokopi terfampir ) sesua yang diucapkan
dalarn akad nikah;

h. Nafkah yang dilalaikan selama 1 tahun, sejak bulan April 2015 sampai
sekarang. Termohon tidak dinafkahi, sejumliah Rp. 750.000.- { Tujuh
ratus lima puiuh ribu rupiah }. setiap bulan yang perinciannya 12 x

750.000 = Rp. 9.000.000, - { Sembilan juta rupiah };
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¢. Nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp. 5.000.000,- setiap bulan x 3

bulan = Rp. 15 000.000 - { lima belas juta rupiah),
d  Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 - { sepulub juta rupiah),
Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemahon telah mengajukan
replik secara tertulis sebagati berikut -

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berahan pada dalil gugatan
Pemohan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Femohon:

*. Bahwa jawaban Termohon pada poin 1 adalah tidak benar, yang benar
adalah Pemohon telah membayar tunai mahar yang dimaksud oleh
Termohon sesuai dengan yang tertera dalam buku nikah terampir,

1 Bahwa jawaban Termohan pada poin 2 adalah tidak benar, yang benar
adalah Pemohon sampai bulan Juli 2015, Pemohon masih mengirimkan uang
nafkah lahir kepada Termohon Rp. 1.500.000-/bulan, dan ftidak ada
kewajiban Pemohon untuk menafkahi Termohon karena Termohon sendin
yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijn dan tanpa
sepengetanuan Pemohon, akan tetapn atas permintaan Termohon pada
jawaban poin 2 tersebut, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah
kelzlaian sebesar Rp. 250.000.- { dua ratus lima puluh ribu rupiah):

1. Bahwa jawaban Termohon pada poin 3 adalah permintaan yang tidak masuk
akal. mengingat sekarang Pemohon tidak memiliki parkenaan tetap, namun
atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon akan memberikan uang iddah
dan uang muth'ah berupa 25 batang pohon jati yang berada di Jalan Lintas

Lakey dusun teka-teka Kahore Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten

Dompu, yang dibeli oleh Pemehon dan paman kandung Termohon;
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Banwa berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam replik di atas, maka

Pemohon memchan dengan homat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili parkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.
1. Menerma dalil permohonan dan replik Pemohan untuk seluruhnya;
2. Menoiak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
1 Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemochon:
Bahwa. terhadap replik Pemchon, Termahon telah menyampaikan duplik
secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap
dengan tuntutannya,
Bahwa, untuk membuktikan dalil-galinya, Pemohon telah rmengajukan
alat bkt berupa :
1. Surat

I Asli Surat Keterangan domisili atas nama Pemohon Nomor
474/1502/X1/2015, yang dikeluarkan oleh ¥antor kelurahan Penaraga,
Kecamatan Raba, Kota Bima, tanggal 16 Nopember 2015 Cleh Ketua
Majelis diben kode (P.1);

2. Fotokepi Kutipan Akta Nikah Nomor @ 99/ 1 f VI / 2013, tanggal 27 Mei
2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u
Kabupater Dompu. Bukli surat telah dibern meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan ashknya yang temyata sesuai Qleh Ketua Majeiis
diber kode (P.2),

3. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada
di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp.

11.000.000 dolar Bukt surat telah dibed meterai cukup dan telah
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dicocokkan dengan aslinga yang temyata sesuai. Cieh Ketua Majelis
diberi kade (P.3);

4. Fotokopi resi pengiriman uang pemahon kepada Termchon selama ada
di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BN! sebesar Rp.
5000000 dolar Bukti surat telah diberi meterar cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesual Uleh Ketua Majelis

diberi kade (P 4);

)

Fotakop resi penginman vang pemohon kepada Termohon selama ada
di Kerea untuk nafkah Termchon di bima via bank BNI sebesar Rp.
12 200.000 dolar Bukt surat telah diber meterai cukup ¢an telah
dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh Ketua Majelis
diberi kode (P 5);
6. Fotokopi resi pengiriman uang pemohan kepada Termohon selama ada
dr Korea untuk nafkah Termohoen di bima via bank BN| sebesar Rp.
4 000000 dolar Bukti surat telah diben meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh Ketua Majelis
diberi kode {P.8);
7. Fotokopi resi penginman uang pemohon kepada Termohon selama ada
di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp.
3000000 dolar Bukt surat telah diben meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Qleh Ketua Majelis
diberi kode {P.7),

# Fotokopi resi penginman uang pemohon kepada Termohon selarma ada

di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BMi sebesar Rp.

1200000 dolar Bukti surat telah diber meterai cukup dan telah
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dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesual. Qleh Ketua Majelis

diberi kode {F.8);
i} Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada

di Korea untuk nafkah Termohon di bima wia bank BNI sebesar Rp

3.000 00¢ dolar Bukti surat telah diben meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh Ketua Majelis
diberi kode (P.9),

10 Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada
di ¥orea untuk nafkah Termohon di bima via bank BN| sehesar Rp.
2000000 dotar Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh Ketua Majelis
diberi kode (P 10),

11 Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Temohon selama ada
¢di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BN{ sebesar Rp.
1500000 dolar Bukt surat telah diber meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai Oleh Ketua Majelis
diberi kode (P.11);

|2 Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada
di Kaorea untuk nafkah Termohon di bima via bank BN| sebesar Rp.
10.000.000 dolar Bukti surat telah diberi meterar cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh Hetua Majelis
diberi kode (P.12);

13. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohoen selama ada
di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp.

180.000 dolar Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah
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dicacokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh Ketua Majelis

diber kode (P13},

11 Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada
di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp.
400000 dolar Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sasuai. Oleh Ketua Majelis
diperi kode (P14}

|5, Fotokopi resi penginman uang pemohon kepada Termohen selama ada
di Karea untuk nafkah Termohon di bima wia bank EMI sebesar Rp
5 000000 dolar, Bukti surat telah diben meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh Ketua Majels
diberi kode (P 15);

ih. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Akxad Nikah, tanggal 24 Agustus
2013 yang ditandatangani oleh Permohon dan Termohon, Bukti surat
telah diberi meterai cukup dan ielah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai. Cleh Ketua Majelis diberi kode {P.16),

17. Fotokopi daftar Mahar ketika Pemohon dan Termahan ketika menikah,
yang ditanda tangani cleh pembaniu PPN dan Kepala desa Adu,
Kecamatan Hu'v, Kabupaten Dompu tanggal 20 Apnl 20186, Bukti surat
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.17);

x. Saksi

1 Zainul Ans bin Yusuf, Umur 43 tahun Agama [slam. Pekerjaan swasta, Tempat
Kediaman di RL.12 Rw.03 Kelurahan Penarags, Kecamatan Raba, Kota Bima, .

dibawah sumpahnya member keterangan sebagai berikut.
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- Bahwa saksi kepal dengan Pemohon dan Termchon karena saksi kakak

kandung Pemahan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami stri sah:

Bahwa setelah menikah Pemchon dengan Termohon tingoal di rmah orang

{ua Permohon di Bima, balum dikaruman anak -

- Bahwa saksi lahu rumah tangga Pemohon dengar Termohon  sering

bertengkar via HP ketika Pemohan kerja di Korea dan T ada di Bima:
- Bahwa Termohon bersikap keras dan sering meninggalkan rumab;

- Bahwa Pemohion dan Termehon sudah pisah tempat tinggal sefama 1 lahun

dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama.

Bahwa atas kejadian tersebul diatas Pemohon telah di nasehati aleh saksi

dan keluarga namun tidak berhasil ;

1. Suratman bin Yusuf, Umur.38 tahur, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat
Kediaman di.R112 Rw.03 Kelurahan Fenaraga, ¥ec. RahaKola Bima,
dibawah sumpahnya member keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemchan dan Termohon karena saksi Kakatk

kandung Pemahon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum  dikarumiai

anak ;

- Bahwa saksi lahu rumah lsngga Pemchon dengan Temmohon sering

bertengkar, bahkan lewal hp ketika Pemabon ada di Korea;

- Bahwa Temohan pulang ke rumah orang tuanya gi Dornpu;
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Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tingga! sejak bulan

Agustus 2015 dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama,

. Bahwa atas kejadian tersebul diatas Pemohon dan Termohon telah di

nasehati aleh saksi. dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa. untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya,
Termohon tidak mengajukan bukti surat, tetapi hanya mengajukan bukti saks
sebagai berikut
A. Saksi

| H. Salam bin Zakaria, umur 62 tahun, pekerjaan tani. tempat tinggal R1.01
desa Adu, Kecamatan Hu'l, Kabupaten Dompu. dibawah sumpahnya
memberi kelerangan sebagai beakul

Banwa saksi kenal dengan Pemohon dan Terrmnohon karena saksi PINTR

¢penghulu) yang menikahkan Pemonen dan Tarmahon;
Bahwa Pemaohon dengan Termoshon adalah suami istri sah;
. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohoh helum dikaruniai anak

. Bahwa saksi tahu ketika menikah mahar yang diterikan berupa daftar saa

-

senilai Rp. 112.000.000 - berbentuk Darang seperti, rumah, dipan. lemari,

emas;

- Bahwa keitika menikah barang-barang tersebul tidak ada, akan tetam pihak

keluarga Termohon menernma aja, supaya nikah dilaksanakan:

. Bahwa saksi figak mengetahui keadaan rumazh tangga selamjutnya, karéna

ketemu mereka pada waktu akad nikah saja;
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- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehali

oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2 Abidin bin [smail, Umur 46 tahun, agama lstam, pekefjaan Kepala dusun
Kohore, tempat tinggal Kecamatan Hu'u, Kabupaten Bima. dibawah

sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kepala dusun

Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistn sah:
Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Temmohon belum dikaruniat anak ;

- Bahwa saksi tahu ketika menikzh rmahar yang diberikan berupa daftar saja
senilai Rp. 112.000.000.- berbentuk barang seperti, rumah, dipan, leman,

amas;

- Bahwa ketika menikah barang-barang lersebul tidak ada, akan tetapi pihak

keluarga Termohon menerima aja. supaya nikah dilaksanakan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rurmah tangga selanjutnya, kareng

keternu mereka pada waklu akad rikah sajpa;

Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati

oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

3. Aris bin Husen, umur 39 tahun, agama lIslam, pekenaan sopir, tempat tinggal
di desa Mbawi, Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman

Termchon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
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i jal anak .
. Bahwa setelan menikah pemohon dengan Termahon belum dikarunial a

iben saja
. Bahwa saksi [@hu kelika menikah mahar yang diberkan perupa daftar sa
' i man,

senilal Rp 142.000.000.- berbentuk barang seperi. rumah. dipan, le

emas;

. N
Bahwa keiika menikah barang-barang lersebut tidaw ada, akan tetap pihal

keluarga Termnohon menerima aja. supaya nikah dilaksanakan:

i na
. Bahwa saksi tidak mengelahui keadaan rumah tangga selanjutnya, kare

ketemnu mereka pada wakiu akad nikah saja.

i masehat
Bahwa stas kejadian tersebut dialas Permohon ¢an Termohon telah dina

nleh saksi, dan Keluarga namun tidak bedasil |

4 A Maiid bin Muhsin, umur 47 tahun, agama |slam, pekerjaan tani, tempat
tinggal di Jin. Lintas Lakey - Dusun Teka - Teka Karohe Desa Adu Kecamatan
Hu'u kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya member keterangan sebaga berikut -

. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon karéna saksl Ayah

kandung Temmohon,
Bahwa Femahon dengan Termohon adaiah suami istri sah:
i ai k
. Bahwa setglah menikah Permnonon dengan Termehan belum dikarunial ana

ibeTi ]
. Bahwa saksi lahu kelika menikah mahar yand diberikan berupa dafiar 33
senilai Rp. 112.000.000.- berbenluk barang seperti. rumah, dipan, leman.

emas;

i i pihak
Qahwa ketika menikah barang-harang tersebut tidak ada. akan tetapi piha

keluarga Termohon menefima aja, supaya nikah dilaksanakan,
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. Bahwa saksi tidak mengetahui keadazan rumah tangga selanjutriya, karens

keternu mereka pada wakts akad nikah saja;

. Bahwa atas kejadian tersebuyt diatas Permochon dan Termohan telah di nasehati

aleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil

Bahwa, Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpuian secara terulis dan
Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana
dalam jawahan dan replik dan telah dicatat dalam berita acara sidang,

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan inl, $egal@ yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan pagian yang tak terpisahkan dari putusan
ini,

PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tuuan permohonan Pemohon gdalah
sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemchon didampingi Kuasanya dan Termohon datang menghadap i

. persidangan;
Menimbang. bahwa majélis hakimn telah berusaha mendamaikan pihak-
pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomar 7

Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud

pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator yang telah
ditunjuk oleh Ketua Majelis yatu Ors. M Agus Sofwan Hadi, namun upaya
tersebut tidak berhasil {gagal) maka pemenksaan perkara dilanjutkan dengan

membacakan surat permohenan Pemohen dalam sidang tertutup untuk, umum
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Disclaimer

dan Pemchon menyatakan tetap pada isi permononannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak
terhadap Termohon dengan dalil-dall bahwa dalam rumah tangganya selalu
diliputi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tarmohon suka
cemburu buta, srng berdaku kasar terhadap Pemohon, tidak rmenghargai
Pemohon sebagai suami, dan suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, kemudian
Termohon meninggalkan kediaman bersarma sehingga terjadi pisah tempat
tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemochon tersebut, Termohon
memberikan jawaban yang pada pokoknya mengaku ada pertengkaran antara
Pemaohon dan Termohan, baik melalui melalui hp maupun secara langsung.akan
totapr sebab pertengkaran tidaklah sebagaimana yang didalilkan Pemohon,
bahwa memang benar Termchon cembury, karena Pemghon suka mam
perempuan, dan sudah beberapa kali kawin cerai, bahkan sekarang ini
Pemohon sudah menikah lagi, jawaban mana disamping menjawab pokok
perkara. Termohon juga menyampaikan gugatan Rekonvensi yang oleh Majelis
Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada
permohonannya dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan
tuntutannya,

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa
pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya
terjadi perselisihan dan partengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah

sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali,

Him. 15 dar 24 Putusan Nomor 1492/Pgt G 20716/°A. Bm

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti F.1

dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka hars dinyatakan terpukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalzh warga MNegara yang tercatal secara
Administrasi sebagai penduduk yang berdomisililherternpat tinggal di wilayah
Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang
perkawinan sebagaimana yang dimaksud aleh Undang-ungang Momor 1 tahun
1974 oleh karena itu Majetis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk
kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal
04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat {1) huruf {a) dan pasal 73 ayat (1} Undang-
Undang Nomoer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang

Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan P2 berupa akta autentik sehingga
telah memenuhi syarat formil dan materil. maka telah terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istn sah dan
Majelis menilar bahwa bukti tersebut telah cukup memjadi dasar bhag! Pemchon

- dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengaditan Agama Bima;
Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana yang
didalilkan Pemahon tersebut, Termohen telah menyampaikan jawaban,
Menimbang, bahwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemochon dan

menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan
seringnya tenadi perselisinan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemaohon

dan Termohon. Termchon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan
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dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. cukuplah
menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dan
Tenmohon sering terjadi pertengkaran dan perselisinan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Fasal
76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tenmiang FPeradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubzhan kedua dengan Undang-undang Nomaor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1975 maka masih harus didengar
keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Pemchon maupun
Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesualan, bahwa antara
Pemochon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak
sanggup lagi untuk menikunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim
menilai bahwa saksi-saksi sudah tdak sanggup untuk mendamarkan Pemohan
dengan Termohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban. replik, duplik dan bukti surat
serta keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-
fakta hukum sepagai berikut:
| Rahwa antara Pemochon dan Temnohon adalah suami istri yang sah, yang

menikah pada tanggal 20 Desember 2012
7 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran baik secara langsung maupun melalui hp ketika Pemaohon

bekerja di Korea dan Termahan ada ¢ Bima dan bekeria di Hongkang.

1 Pahwa antara Pemchon dan Termmehen sudah pisah rumah sejak bulan

Nopember 2015, karena Termohion putang ke rumah arang tuanya di Dompu,
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Disclaimer

4 Bahwa didalam jawabannya Termonhon tidak keberalan dengan parmononar

Parmohon unilk perceral.

5 Bahwa keadasn rumah tangga Pemchon dan Termmchon sudah pamah
didamaikan melalui keluarga kedua peiah fihak dan tokoh masyarakat akan
tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa fakia tersebut menuhjukkan bahwa rumah tanggda
Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran Secara terus menerus
yang berlanjut dengan pisah tempat finggal dan keadaan 1arsebut menunjukkan
rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak
kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan
perkawinan tidak dapat diwujudkan lagn {vice Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum lslam
Tahun 1991},

Memimbang, bahwa dari fakia-fakta tersebut. Majehs Hakirm menilai
bahwa rumah tangga Pemohon dengan  Ternohan telan pecah [broken
rarriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembaii;

Menimbang. bahwa bardasarkan pertirnbangan-perlimbangan tersebut,
maka permnohonan Pemohon telah memenutu maksud Pasal 19 turat ()
Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 1875 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum 'slam. dengan demikian permahonan Parnohon tefah terbukt peralasan
hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan
talak terhadap Termaohon,

Menimbang, bahwa bardasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomar 7
Tahun 1988 Tentang Peradilan Agama Panitera Fengadilan Agama Bima.,

, a
diperintahkan untuk menginmkar salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawa
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Disclaimer

. . '
Pencatat Nikah dimana Pamohon Konvensi dan Termohon Konvensi beriempa

tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pernchon
Konvens dan Termahon tujuan gugatan Konvensi dilangsungkarn
Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan daiil-dali!
zebagai bankut
|  Mahar Termohon yang belum dibayar sejumlah Rp. 112.000.000 - ( seratus

dua belas juta rupiah },

P

Nafkah yang difalakan celama 1 tahun, sejak bulan April 2015 sampa
sekarang sejumiah Rp. 9.000 000.- { Sembilan juta rupiah ) dengan fincian
Rp. 750.000 x 12 bulan.
1 Nafkah iddah selama 3 bulan seumiah Rp. 5 000.000.- setiap bulan x 3
bulan = Rp. 15.000.000,- { lima belas juta rupiah }.-
4 Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 - { sepuluh juta upiahl;
Menimbang. bahwa terhadap gugatan Penggugéat Rekonvensi Termohon
Konvensi berupa mahar yang belumn dibayar sejumiah Rp. 112.000.000,- bahwa
perdasarkan bukh P.2 [ buku nikah ) sebagai bukh otentik, jelas disebutkan
pbahwa mahar sudah lunas dibayar ketika akan nikah, dan berdasarkan
keterangan saksi Termchon PANTR yang mencatat pernikahan Pemohon dan
Termonon diakui bahwa mahar sudanh dibayar sesual kesepakatan, berupa
barang yaitu rumah, dipan, leman, emas 15 gram.dan dipersidangan Termohon

mengakui bahwa emas sudah diterima dan mahar yang lain ada ketika menikah
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yajtu  berupd parang-barang, dan bukan herupa uang sejumiah Rp.
142.000.000,-, maka gugatan Penggugat rekonvensi ditolak: |
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvens| mengenal
nafkah yang dilaiaikan celama 1 tahun, sejak bulan April 2015 sampai se'|.<arang.
sejumlah Rp. 9 000.000.- { Sembilan juta rupiah }, dengan perincian setiap Rp
750.000 x 12 bulan. maka berdasarkan pukt tertulis yang diajukan Tergugat
rekonvensi P.3 sid P 15 barupa res pengirimanftransier yang dan Tergugat.
rekonvensi selama di Korea kepada Penggugat rekonvensi, dan alat bukt
tersebut diakui oieh Pengaugat rekonvensi, ade terma uang dari Tergugat
rekonvensi. maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat
rekonvensi hans thtolak.
tMenimbang. bahwa terhadap tunfutan Penggugat Rekonvensi mengenal
nafkah iddah sebesar Rp. 5 000.D00.- setiap bulan X 3 pulan = Rp. 15.000 D00, -
{ lima belas juta rupiah J.- . funtutan mana hanya disangglipi oleh Tergugat akan-
memberikan nafkah iddan gan muth'ah benpa 26 patang pohon jati yang ada df
Jalan Lintas lakey dusun teka-teka, Karche. desa Adu, Kecamatan H-u u_-
Kabupaten Dompu. maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf () Kompilast
Hukum Islam, manyebutkan bahwa Bilamana perkawmnar putus karena talak.
maka bekas suami wajib memberikan nafkah. maskan dan kiswaf! kepad.a
bekas ister selama dalam iddah. kecuall bekas tstef telah dijatuhi talak DEH.T
atauy nusyuz dan daiam keadaan tidak hamil ©, maka berdasarkan hasﬂ_
pemerksaan di persidangan telah ditemukan fakta pahwa Penggugat rekonvenm-
| tidak terbukt sebagal isteri yang permah dijatuhyi talak ba’n atau fidak teréukh
nusyuz. karena keratakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua pelan pihak

i dan lagi pula
pukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvens d gl p

Him. 20 dari 24 Pulusan Numor.‘MQZIF‘dI_G.sz GrABm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



perceraian ini datangnya dan pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar natkah iddah sesuai
dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan
memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi yang bekerja swasta, maka
Maijelis Hakim menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000:

Menimbang. bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai
tuntutan Mut'an sebesar Rp.10.000.000. tuntutan mana hanya disanggupt oleh
Tergugat rekonvensi sebesar Rp. . maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf
{a) Kompnasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus
karena talak. maka bekas suami wajib membenkan mut'ah yang layak kepada
hekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istrn tersebut gabla
dukhul”. maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan
fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagal ister yang pernah
dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjad
dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan
Penggugat rekonvens: dan lagi pula perceraian i datangnya dan pihak suami,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan urituk
membayar mut'ah sesuai de ngan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan
pokgk minimum  dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekanvensi
bekarja swasta, maka Majelis Hakim menetapkan Muih'ah sejumlah Rp.
5.000.000,-

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan. maka Tergugat
rakonvensi harus dihukurmn untuk menyerahkan secara sukarala, aman dan fanpa
syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewaiiban  sebagaimana

disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat
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dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan
upaya paksa dangan baniuan aparat kepolisian atau aparat kearnanan lain yang
barwenang,

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebul
di atas, maka dalii tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi
alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Panggugat
rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan  menolak urntuk  selain  dan
selebinnya;

Calam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara int masuk dalam bidang
perkawinan. maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemahon/Tergugat rekonvensi

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Lsiam yang berkatan dengan perkara ini,

MENGADILI
I. Dalam Konvensi

1. Mengabutkan permchonan Femohon;

2 Memberi izin kepada Pemohon (Surajiman hin  Yusuf) untuk
menjatuhkan talak satu rsji terhadap Termohon (Rahmandia binti A
Majid Muhsinin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima,

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirirmkan
salinan penetapan |krar Talak kepada Pegawal Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan HuU'u Kabupaten Dompu. dan Pegawai
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, Pencatat Nikah Kamntor Urusan Agama Kecarmatan Raba. Kota Bima, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,
11.Dalam Rekonvensi:
1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; |
» penghulkum Tergugat untuk membpayar kepada Fangguaal l::er.upal.

4 MNafkah iddah sejumiah Rp. 10 000000, - {sepuluh juta rupiahl, |

b MNafkah wMutah berupa uang sejumian Rp.5.000.000 - {ima uta

rupiah}.

1. Menclak gugatan Panggugat urtuk selain dan selebihnya;

1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukareid, amah dan
tanpa Syarat kepada Penggugat perupa kewajiban sel:nagmmana-
tersehul dalam dikturn Nomor 2 putusan ini dan apabilan putusan i
tdak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat,
maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan hantuan aparat
kapolisian atau aparat keamanar [ain yang terkait;

111, Dalam Konvensi dan Rekonvensi: | S

Membepankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pe

Rp. 446.000.- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah }. -

Derpikian Putusan ini dijatuhkan daiam rapat permusyawaratan ape
i i tan dengan
Haxim pada harn ini Senin, tanggal 20 Juni 2018 Masehi bertepa

'

u m n m L Wajelis tersebut
iuga diucapkan dala sidang terbuka u tuk umum oleh Ketua M3
J[N¢]

A Bt
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Suhartati, SH, sebagai Paritera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadiri

cleh Kuasa Pemohon dan Tarrmohon:

o

rs.ﬂ}lstam Drs. s Mubarok

J

Pantera Pengganti,

RS

Subartati 5H

Perincian Biaya Perkara - }

1 Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,.-
<. Biaya Proses © Rp. 80.000-
3. Biaya Panggilan : Rp. 355000 -
4 Braya Redaksi : Rp. 5000.-
5. Biaya Meterai . Rp.  &.000.
Jurmlah Rp. 446.000.

Him. 24 dar 24 Putusan Nomor 1492/t G 2015/PA. Bm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 24
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



